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This study aims to evaluate the effectiveness of planning, implementation, and accountability for the use 
of village funds in Limbang Jaya I village, Tanjung Batu district. The population in this study is the planning 
and accountability report of village funds in Limbang Jaya I village, Tanjung Batu district. While the sample is 
the planning and accountability report of village funds in Limbang Jaya I village, Tanjung Batu district from 
2017-2019. The results of this study indicate that the effectiveness of management planning and reporting on the 
use of village funds in Limbang Jaya I village, Tanjung Batu district in 2017-2019. Basically it has been going 
well, this can be seen from the planning and implementation of the use of village funds and accountability 
reports on village funds in Limbang Jaya I village in accordance with procedures. However, it is still not 
effective. Because there is still a lack of transparency in involving the participation of village communities in a 
spirit of mutual cooperation, and utilizing local wisdom and natural resources in determining infrastructure 
development that is prioritized for village progress so that the benefits of development are felt more by the 
village community, and have not been well documented. Relating to the expenditure of village funds used in the 
construction of village infrastructure. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu. Populasi dalam 
penelitian ini adalah perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban dana desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu. Sedangkan sampelnya adalah perencanaan, dan laporan pertanggungjawaban dana 
desa pada Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu dari tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa efektivitas Perencanaan Pengelolaan  dan Pelaporan penggunaan dana desa di Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu tahun 2017-2019. Pada dasarnya sudah berjalan dengan baik , hal ini 
dapat dilihat dari adanya perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana desa dan Paporan Pertanggung 
jawaban dana desa di Desa Limbang Jaya I sudah sesuai dengan prosedur. Namun, masih belum efektif. Karena 
masih  kurangnya transparansi  dalam melibatkan peran serta masyarakat desa dengan semangat gotong royong, 
dan memanfaatkan kearifan lokal serta sumber daya alam dalam menentukan pembangunan infrastruktur yang 
lebih diprioritas untuk kemajuan desa  sehingga manfaat pembangunan lebih dirasakan oleh masyarakat desa 
,dan belum terdokumentasi dengan baik arsip-arsip yang berhubungan dengan pengeluaran dana desa yang 
digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa. 
 
Kata Kunci :Efektivitas, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Dana Desa 
 
LATAR BELAKANG 
Pemerintahan memiliki peran 
sangat penting dalam penggunaan  
keuangan, yang dimulai dari tata kelola 
keuangan pusat, daerah, maupun desa. 
Dalam pemerintahan desa, desa berperan 
sebagai subsistem dari sistem 
pemerintahan Republik Indonesia, yang 
memiliki kewenangan otonomi sebagai 
penguatan serta pengelolaan potensi desa 
dan memberi ruang pada prakarsa lokal 
menuju kemandirian desa. Untuk 
meningkatkan otonomi desa menuju desa 
yang mandiri perlu dilakukan adanya 
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desentralisasi kewenangan yang lebih 
besar disertai dengan adanya pembiayaan 
dan bantuan sarana dan prasarana yang 
memadai. 
Sehubungan dengan hal tersebut, 
pemerintah menerbitkan Undang-Undang 
No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa 
dinyatakan sebagai kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur serta 
mengurus segala urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan/atau adat istiadat setempat yang 
diakui dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Selain itu, adanya proses 
penyusunan anggaran sering kali menjadi 
isu penting yang menjadi sorotan 
masyarakat, bahkan selalu menjadi indikator 
perekonomian suatu Negara. Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahkan 
menjadi alat politik yang digunakan  
pemerintah maupun  pihak oposisi. 
Hal tersebut perlu diperhatikan 
untuk mengantisipasi kemungkinan tidak 
tercapainya penerimaan sumber daya yang 
telah dianggarkan dalam anggaran 
pendapatan. Dengan kata lain, organisasi 
harus memperhatikan arus keluar dan 
masuknya sumber daya dalam pelaksanaan 
anggaran apabila tidak ingin menghadapi 
kesulitan pemenuhan kewajiban untuk 
membiayai kegiatannya. 
Dalam penggunaan dana desa dari 
pemerintah pusat, pemerintah desa wajib 
mempertanggungjawabkan penggunaan 
dana desa. Keberhasilan pengelolaan 
Anggaran Dana Desa sangat bergantung 
pada berbagai faktor diantaranya kesiapan 
aparatur pemerintah desa sebagai sumber 
daya yang menjadi ujung tombak 
pelaksanaan pembangunan desa dalam 
menggunakan Anggaran Dana Desa yang 
sangat berperan penting dan sesuai  
Standar Akuntansi Pemerintahan di tingkat 
Desa Limbang Jaya I berdomisili di 
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan 
Ilir, luas wilayah ±393 Ha, dengan jumlah 
penduduk kurang lebih 2.675 jiwa. 
Di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan 
Ilir, terdapat beberapa hal yang 
mengindikasikan belum efektifnya  
pengelolaan Anggaran Dana Desa di 
tingkat desa. Karena, tidak sesuai dengan 
aturan yang di tentukan serta belum 
tercapainya sasaran yang diharapkan oleh 
pemerintah terkait akuntabilitas 
pelaksanaannya, dan adanya indikasi juga 
beberapa faktor penghambat yang 
membuat pelaksanaan pengelolaan 
Anggaran Dana Desa belum maksimal. 
Salah satu permasalahan mendasar 
dan yang dihadapi dalam pembangunan 
desa adalah belum terencananya 
pembangunan yang menjadi sasaran 
pembangunan desa dalam mengentaskan 
kemiskinan. Karena, pembangunan yang 
dilaksanakan belum menyentuh akar 
masalah yang terjadi di desa. 
Pembangunan desa dengan 
mengembangkan potensi penerimaan dana 
di desa seperti mengadakan pelatihan-
pelatihan budidaya perikanan dan 
wirausaha, pertanian mendorong 
pendapatan masyarakat, keterbatasan akses 
faktor produksi dan lapangan pekerjaan, 
serta minimnya akses informasi membuat 
penduduk yang tinggal di desa yang 




1. Pengertian Desa 
Menurut Permendagri No 20 
Tahun 2018, Desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai 
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batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur serta mengurus peraturan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 
tradisional dan diakui serta dihormati 
dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Dana Desa 
Menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2014, dana desa ialah 
dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang di 
transfer melalui anggaran pendapatan 
dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 




menyampaikan dalam bukunya bahwa 
efektivitas merupakan perbandingan 
antara hasil yang diharapkan (target) 
dengan hasil yang sesunggungnya 
dicapai. 
Efektivitas merupakan ukuran 
berhasil atau tidaknya suatu organisasi 
mencapai tujuan. Apabila suatu 
organisasi berhasil mencapai tujuan, 
maka organisasi tersebut telah berjalan 
dengan efektif, (Halim, Abdul dan 
Muhammad Syam Kusufi, 2018:130) 
Efektivitas menggambarkan 
tentang kemampuan pemerintah desa 
dalam merealisasi keuangan alokasi 
dana desa untuk melaksanakan program 
yang direncanakan dibandingkan 
dengan target yang telah ditetapkan 
berdasarkan potensi nilai riil. 
Berdasarkan pendapat para ahli 
dapat diketahui bahwa efektivitas 
merupakan suatu konsep yang sangat 
penting karena mampu memberikan 
gambaran mengenai keberhasilan suatu 
organisasi dalam mencapai sasarannya 
dan tercapainya tujuan dibandingkan 
dengan target yang telah ditetapkan 
sebelumnya. 
4. Perencanaan 
Dalam UU No. 6 Tahun 2014, 
perencanaan ialah tahap yang pertama 
dalam pembangunan desa. Pasal 79 
menyebutkan bahwa pemerintah desa 
menyusun perencanaan pembangunan 
desa sesuai dengan kewenangannya 
yang mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota. 
Perencanaan pembangunan desa 
disusun secara berjangka, yaitu: 
a. Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (RPJM Desa) untuk 
jangka waktu selama 6 tahun 
b. Rencana Pembangunan Tahunan 
Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), 
ini merupakan penjabaran dari RPJM 
Desa untuk jangka waktu selama 1 
tahun. 
Pasal 80 menyebutkan bahwa 
perencanaan pembangunan desa di 
selenggarakan dengan mengikutsertakan 
masyarakat desa. Oleh karena itu, pada 
proses penyusunannya wajib 
menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa 
(Musrenbangdes). Dalam hal ini, 
musrenbangdes menetapkan prioritas, 
program, kegiatan, dan kebutuhan 
pembangunan desa yang didanai oleh 
APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah 
Kabupaten/Kota. (Kuncoro, 2019:56) 
5. Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan 
serangkaian kegiatan yang berkaitan 
dengan pengeluaran uang Negara dan 
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kegiatan di lapangan. (www. Keuangan 
desa. Info/2018/08/ pelaksanaan-
keuangan-desa) 
Pembangunan desa dilaksanakan 
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kota/Kabupaten, dan Pemerintah Desa 
beserta dengan masyarakat desa, 
(Kuncoro, 2019:57) 
6. Pertanggungjawaban  
Pertanggungjawaban merupakan 
sistem yang mengukur efektivitas 
perencanaan dengan anggaran dan 
kegiatan dalam berbagai hasil yang 
dicapai oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban yang harus di 
pertanggungjawabkan dalam bentuk 
laporan. (Permendagri No. 20 Tahun 
2018 Bagian Kelima) 
Permendagri No. 20 Tahun 2018 
pertanggungjawaban terdiri dari: 
a. Kepala desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota melalui Camat setiap 
akhir tahun anggaran. Laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
b. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada Ayat 
(2), disampaikan paling lambat 1 




Nova Sulastri (2016) dalam 
penelitiannya yang berjudul Efektivitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) 
Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik 
Desa Lakapodo Kecamatan Watopute 
Kabupaten Muna. Hasil penelitiannya 
bahwa pada perencanaan, pelaksanaan, 
dan pertanggung jawaban dana desa masih 
kurang efektif. Karena, kurangnya 
transparansi informasi dalam terkait 
Anggaran Dana Desa kepada masyarakat 
Desa Lakapod. 
I Wayan Saputra (2016) dalam 
penelitiannya yang berjudul Efektivitas 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa 
Lembean Kecamatan Kintamani, 
Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. 
Berdasarkan data yang di peroleh dari 
Desa Lembean Kecamatan Kintamani, 
Kabupaten Bangli dan hasil wawancara 
dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 
sudah berada dalam kategori efektif. 
Boedijono, dkk (2019) dalam 
penelitiannya yang berjudul Efektivitas 
Pengelolaan Dana Desa Untuk 
Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa di Kabupaten 
Bondowoso Berdasarkan hasil penelitian 
bahwa secara umum desa yang berada di 
Kabupaten Bondowoso telah melakukan 
pengelolaan keuangan desa secara baik, 





Objek penelitian ini di lakukan di 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu Kabupaten Ogan Ilir. 
Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif, yaitu dengan cara 
mengumpulkan, menafsirkan, dan 
mengklarifikasi data sesuai dengan 
kejadian yang sebenar-benarnya. 
 
Sumber Data 
Dalam penelitan ini, penulis 
menggunakan data primer dan data 
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sekunder, yaitu data primer berupa hasil 
wawancara mengenai Perencanaan, 
Pelaksanaan, dan data sekunder dalam 
bentuk laporan Pertanggungjawaban Dana 
Desa di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh penulis adalah wawancara 
dan dokumentasi. 
1. Wawancara 
Dalam penelitian wawancara 
dilakukan dengan perangkat Desa 
yang bertanggungjawab yang terdiri 
dari Kepala Desa Limbang jaya I, 
Sekretaris Desa, dan Ketua BPD 
mengenai penggunaan dana desa pada 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu. 
2. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini 
dokumentasi yang digunakan berupa 
kegiatan perencanaan yang dimulai 
dari MUSDES (musyawarah desa), 
MUSRANBANGDES (musyawarah 
perencanaan pembangunan desa), 
RKP, dan APBDesa.Selain kegiatan 
perencanaan, terdapat juga laporan 
pertanggungjawaban yang akan di 
laporkan oleh pemerintah desa kepada 
Camat dan DPMD. 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu 
dengan mengevaluasi dan membandingkan 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban terhadap penggunaan 
Dana Desa pada Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu. 
 
PEMBAHASAN 
Pendapatan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu 
Pada tahun 2017 dana desa yang 
dicairkan di Desa Limbang Jaya I sebesar 
Rp. 767.822.000;  yang di cairkan dalam 3 
tahapan, yaitu pada tahapan pertama 40%, 
tahapan kedua 40%, dan pada tahapan 
ketiga 20% .Untuk tahun 2018 dana desa 
yang dicairkan di Desa Limbang Jaya I 
sebesar Rp. 681.347.000; yang di cairkan 
dalam 3 tahapan, yaitu pada tahapan 
pertama 20%, tahapan kedua 40%, dan 
pada tahapan ketiga 40%. Sedangkan pada 
tahun 2019 dana desa yang dicairkan di 
Desa Limbang Jaya I sebesar Rp. 765. 
232.000; yang dicairkan dalam 3 tahapan, 
yaitu pada tahapan pertama 20%, tahapan 
kedua 40%, dana pada tahapan ketiga 
40%. 
Tabel. 4.1 
Pencairan Dana Desa 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
Tahun Anggaran 2017-2019 
Pencairan Tahun 








































767.822.000; 681.347.000; 765.232.000; 
Sumber: Dana Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
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1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2017 
Tahapan perencanaan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2017 
diawali dengan MUSDUS (Musyawarah 
Dusun), setelah diadakan musdus 
kemudian diadakan MUSDES 
(Musyawarah Desa), dimana baru bisa 
membentuk proses penyusunan RPJM 
Desa, dalam penyusunan RPJM Desa 
memuat tentang visi dan misi Kepala 
Desa, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat, dan arah kebijakan 
pembangunan desa. 
Kemudian setelah terbentuknya 
RPJM Desa.tahapan selanjutnya, ialah 
proses penyusunan RKP Desa dimana 
RKP Desa merupakan penjabaran dari 
RPJM Desa yang memuat tentang isi 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
tahun. RKP Desa disusun oleh 
pemerintah desa yang berkaitan dengan 
pagu indikatif desa dan rencana 
kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 
Provinsi dan pemerintah daerah 
Kabupaten. Dimana pada RKP Desa, 
perencanaan pembangunan Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu Tahun 2017 adalah digunakan 
untuk pembangunan infrasutruktur jalan 
seperti, jalan rabat beton dan gorong-
gorong pada Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu. 
Setelah proses penyusunan RKP 
Desa, maka dilanjutkan proses 
penyusunan APBDesa. Dimana, 
rencana kegiatan dan rencana anggaran 
biaya yang telah ditetapkan dalam RKP 
Desa dijadikan pedoman dalam proses 
penganggaran. Proses penyusunan 
APBDesa dimulai dengan pelaksana 
kegiatan menyampaikan usulan 
anggaran kegiatan kepada sekretaris 
desa berdasarkan RKP Desa yang telah 
ditetapkan, kemudian sekretaris desa 
menyusun rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa dan di sampaikan 
kepada kepala desa, selanjutnya kepala 
desa menyampaikan kepada BPD untuk 
dibahas dan disepakati bersama, 
kemudian rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat, kemudan 
Bupati/Walikota metenapkan hasil 
rancangan APBDesa. 
Berdasarkan hasil wawancara  
dan informasi yang diperoleh dari 
Kepala Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu menunjukkan 
bahwa tahapan perencanaan dalam 
kegiatan penyusunan RPJMDesa, 
RKPDesa, dan APBDesa di Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu sudah mengikuti Peraturan 
Pemerintah No. 114 Tahun 2014 
tentang pedoman pembangunan desa 
dilihat dari kelengkapan dokumen 
RPJMDesa dan RKPDesa serta 
APBDesa yang mengikuti Peraturan 
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 
peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 
2014 tentang desa, lebih jelasnya dapat 
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Tabel 4.2 
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan   Tanjung Batu  
Tahun Anggaran 2017 
Aktivitas Tahapan  Tim Penyusun Dokumen Laporan 
Peraturan 
Pemerintah 















SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan 
penetapan panitia 
penyusunan RPJM Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. Ketua LPM 






Data rencana program 
pembagunan 
Kabupaten/Kota yang akan 
masuk ke desa 
Tidak 
ada  




Jumlah anggota minimal 
7 orang maksimal 11 
orang 
7 orang  Rekapitulasi ukuran 
rencana kegiatan 
pembangunan desa dari 






Ada  Berita acara penyusunan 
rancangan RPJM Desa, 
yang dilampiri: 
1. Laporan hasil 
pengkajian keadaan 
desa 
2. Rumusan arah kebijakan 
pembangunan desa yang 
dijabakan dari visi dan 
misi kepala desa 


































SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan 
penetapan panitia 
penyusunan RKP Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. Ketua LPM  












masuk ke desa 
Ada  
Jumlah anggota 7 orang 
maksimal 11 orang  
7 orang  Rencana kegiatan dan 




Ada  Berita acara tentang hasil 










SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
tim penyusunan APBDesa 
Ada  Efektif  
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. BPD 
4. Camat atau sebutan 
lain 







Rancangan APBDesa Ada  
Berita acara tentang 




2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2017 
Pada pelaksanaan pengelolaan 
dana desa di Desa Limbnag Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu, bahwa 
pembangunan desa yang diawali 
dengan kegiatan rapat kerja dengan 
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Pembangunan Partisipasi Masyarakat 
Desa (P3MD). Oleh karena itu, sebelum 
melakukan pengelolaan dana desa 
sebaiknya dilakukan perencanaan, 
setelah melalui forum Musrenbangdes, 
pemerintah desa selanjutnya mulai 
menyusun perencanaan pembangunan 
desa berdasarkan kewenangannya 
dengan mengacu pada perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota. Dimana 
bahwa rencana pembangunan desa 
disusun untuk menjamin keterkaitan 
serta konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pengawasan. 
Sedangkan tahap pelaksanaan 
meliputi, rapat kerja dengan pelaksana 
kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan 
kegiatan infrastruktur desa, perubahan 
pelaksanaan kegiatan, pengelolaan 
pengaduan dan penyelesaian masalah, 
penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan dan musyawarah pelaksanaan 
kegiatan desa dalam rangka 
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan 
kegiatan. 
Dalam penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan, pelaksana 
kegiatan menyampaikan laporan 
perkembangan pelaksana kegiatan 
kepada kepala desa, penyamian laporan 
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan 
tahapan penyaluran dana kegiatan. 
Laporan kegiatan disusun sesuai dengan 
penggunaan dana yang diterima dan 
tahapan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan, laporannya kemudian 
dituangkan dalam format laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 
desa. Setelah itu dilampiri dokumentasi 
hasil pelaksanaan kegiatan 
pembangunan desa, kemudian 
pelaksanaan kegiatan melakukan 
musyawarah dalam rangka 
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan 
kegiatan dimana kepala desa 
menyampaikan laporan pelaksanaan 
pembangunan desa kepada BPD. 
Tahapan pelaksanaan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2017 
diawali dengan tahapan persiapan 
dimana pada tahapan persiapan ini 
meliputi, penetapan pelaksanaan 
kegiatan, penyusunan rencana kerja, 
sosialisasi kegiatan, pembekalan 
pelaksana kegiatan, penyiapan 
dokumen administrasi, pengadaan 
tenaga kerja, dan pengadaan 
bahan/material. Pada tahapan persiapan 
ini, dimana tim pengelola kegiatan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu sebagai 
pengawal (yang mengawasi) 
pembangunan desa pada Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu. 
Setelah tahapan persiapan, 
dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan 
kegiatan. Dimana pada tahapan ini 
langsung kerja ke lapangan. Pada 
tahapan pelaksana kegiatan ini harus 
dipastikan tersedianya data tentang 
standar harga barang dan jasa yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan desa, pada tahapan 
pelaksanaan kegiatan ini juga meliputi 
pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa 
bahwa pada pemeriksaan kegiatan ini 
memeriksa barang/jasa harus sesuai 
dengan prinsip efisien, efektif, 
transparan, pemberdayaan masyarakat, 
gotong royong, dan akuntabel serta 
sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat desa Limbang Jaya I. 
Pada tahapan ini juga meliputi 
apakah ada perubahan pelaksanaan 
kegiatan yang akan dilaksanakan, selain 
itu juga meliputi pengelolaan 
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pengaduan dan penyelesaian masalah 
yang dihadiri oleh panitia pelaksana 
yang terdiri dari Kepala Desa Limbang 
Jaya I, BPD dan LPM. Selanjutnya, 
tahapan pelaksanaan kegiatan juga 
meliputi penyusunan laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan dimana pada 
penyusunan laporan ini melampirkan 
laporan pelaksana kegiatan pada Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu. Tentang pedoman pembangunan 
desa yang dijelaskan pada tabel 
dibawah ini. 
Berdasarkan hasil wawancara 
dan informasi yang diperoleh dari 
kepala desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu menunjukkan bahwa 
tahap pelaksanaan dalam pembangunan 
desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2017 sudah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 
2014.
Tabel 4.3 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
 Tahun Anggaran 2017 











Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 







Ada  1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. BPD Ketua LPM 






1. SK Kepala Desa tentang 
tim penyusunan RKP 
2. Berita acara 
3. Format pagu indikatif 
4. Format daftar rencana 
program dan kegiatan 
pembangunna 
Kabupaten/Kota yang 
masuk ke desa 
















Ada  Pelaksanaan kegiatan Ada  Dokumen RKPDesa, 
APBDesa, dan rencana kerja 




Ada  Peseta pembimbing 
pelaksana kegiatan: 
1. Kepala Desa 





























1. SK Kepala Desa 








Ada  Pelaksanaan kegiatan  Ada  1. Pendataan sumber daya 
manusia 
2. Pendataan sumber daya 
alam  
3. Pendataan pendayagunaan 
















Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 








1. Unsur kecamatan 
2. Unsur tim 
Hadir 
Hadir 
1. berita acara 
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Ada  Pelaksanaan kegiatan  Ada  Laporan pelaksana kegiatan 
yang melampirkan: 
1. Realisasi biaya beserta 
lampiran bukti-bukti 
pembayaran 
2. Foto kegiatan infrasuktrur 
desa 
3. Foto yang memperlihatkan 
orang sedang bekerja 
4. Foto yang memperlihatkan 
peran serta masyarakat 
dalam kegiatan 
pembangunan desa 
5. Foto yang memperlihatkan 
pembayaran upah secara 
langsung kepada tenaga 
kerja kegiatan 
pembangunan desa 


























3. Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Dana Desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu 2017 
Pada pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa di Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu, 
bendahara desa wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan, 
pengeluaran, serta melakukan tutup 
buku setiap akhir bulan secara tertib. 
Bendahara desa juga wajib 
mempertanggungjawabkan uang 
melalui laporan pertanggungjawaban, 
yang di sampaikan kepada kepala desa. 
Selanjutnya, kepala Desa 
Limbang Jaya I menyampakan laporan 
realisasi pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota melalaui Camat berupa 
laporan Semester I dan Semester II, 
setelah itu laporan realisasi dan laporan 
pertsnggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, wajib di 
informasikan kepada masyarakat secara 
tertulis dan dengan media informasi 
yang mudah di akses masyarakat. 
Pertanggungjawaban dana desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
terintegritas dengan 
pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini 
sesuai dengan peraturan Bupati 
Kabupaten Ogan Ilir Nomor 40 Tahun 
2015 tentang pengelolaan keuangan 
desa. Peraturan Bupati tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan 
landasan hukum bidang keuangan desa, 
sumber keuangan desa, pengelolaan 
keuangan desa, dan anggaran dan 
pendapatan belanja desa. 
Tahapan pertanggungjawaban 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2017 
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terdiri dari dua tahapan yaitu laporan 
semester pertama yang disampaikan 
oleh Kepala Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu kepada 
Bupati/Walikota paling lambat pada 
akhir bulan juli tahun berjalan. Dan 
laporan semester kedua/laporan akhir 
yang disampaikan oleh Kepala Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu kepada Bupati/Walikota paling 
lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya yang akan dijelaskan pada 
tabel di bawah ini. 
Tabel 4.4 
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa  
 Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2017 



















3 bulan Juli 
tahun 
berjalan 

















































































4. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2018 
Tahapan perencanaan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2018 
diawali dengan MUSDUS 
(Musyawarah Dusun), setelah diadakan 
musdus kemudian diadakan MUSDES 
(Musyawarah Desa), dimana baru bisa 
membentuk proses penyusunan RPJM 
Desa, dalam penyusunan RPJM Desa 
memuat tentang visi dan misi Kepala 
Desa, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat, dan arah kebijakan 
pembangunan desa. 
Kemudian setelah terbentuknya 
RPJM Desa.tahapan selanjutnya, ialah 
proses penyusunan RKP Desa dimana 
RKP Desa merupakan penjabaran dari 
RPJM Desa yang memuat tentang isi 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
tahun. RKP Desa disusun oleh 
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pemerintah desa yang berkaitan dengan 
pagu indikatif desa dan rencana 
kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 
Provinsi dan pemerintah daerah 
Kabupaten. Dimana pada RKP Desa, 
perencanaan pembangunan Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu Tahun 2018 adalah di gunakan 
untuk pembangunan embung desa yang 
dilaksanakan selama 17 hari, dan 
bumdes (cetak sawah) yang 
dilaksanakan selama 249 hari. pada 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu. 
Setelah proses penyusunan RKP 
Desa, maka dilanjutkan proses 
penyusunan APBDesa. Dimana, 
rencana kegiatan dan rencana anggaran 
biaya yang telah ditetapkan dalam RKP 
Desa dijadikan pedoman dalam proses 
penganggaran. Proses penyusunan 
APBDesa dimulai dengan pelaksana 
kegiatan menyampaikan usulan 
anggaran kegiatan kepada sekretaris 
desa berdasarkan RKP Desa yang telah 
ditetapkan, kemudian sekretaris desa 
menyusun rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa dan di sampaikan 
kepada kepala desa, selanjutnya kepala 
desa menyampaikan kepada BPD untuk 
dibahas dan di sepakati bersama, 
kemudian rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat, 
kemudian Bupati/Walikota metenapkan 
hasil rancangan APBDesa. 
 
Tabel 4.5 
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa  
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
Tahun Anggaran 2018 




















SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan penetapan 
panitia penyusunan RPJM Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 








Data rencana program 
pembagunan Kabupaten/Kota 
yang akan masuk ke desa 
Tidak 
ada  





minimal 7 orang 
maksimal 11 orang 
7 orang  Rekapitulasi ukuran rencana 
kegiatan pembangunan desa 






Ada  Berita acara penyusunan 
rancangan RPJM Desa, yang 
dilampiri: 
1. Laporan hasil pengkajian 
keadaan desa 
2. Rumusan arah kebijakan 
pembangunan desa yang 
dijabakan dari visi dan misi 
kepala desa 




desa, dan pemberdayaan 






















SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan penetapan 
panitia penyusunan RKP Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
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1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 








Data pagu indikatif desa Ada  
Data rencana program/kegiatan 
pemerintah Kabupaten/Kota 





7 orang  Rencana kegiatan dan rencana 




Ada  Berita acara tentang hasil 










SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang tim 
penyusunan APBDesa 
Ada  Efektif  
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. BPD 











Rancangan APBDesa Ada  
Berita acara tentang 




5. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2018 
Pada pelaksanaan pengelolaan 
dana desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu, bahwa 
pembangunan desa yang diawali 
dengan kegiatan rapat kerja dengan 
pelaksana kegiatan, pemeriksaan 
pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa, 
serta laporan hasil pemeriksaan yang 
dilakukan dalam tahapan. Dalam 
penyusunan laporan hasil pelaksanaa 
kegiatan, pelaksana kegiatan 
menyampaikan laporan perkembangan 
pelaksana kegiatan kepada kepala desa, 
penyampaian laporan disesuaikan 
dengan jenis kegiatan dan tahapan 
penyaluran dana kegiatan. Laporan 
kegiatan disusun sesuai dengan 
penggunaan dana yang diterima dan 
tahapan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan, laporannya kemudian 
dituangkan dalam format laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 
kegiatan pembnagunan desa. Setelah itu 
dilampiri dokumentasi hasil 
pelaksanaan kegiatan pembangunan 
desa, kemudian pelaksanaan kegiatan 
melakukan musyawarah dalam rangka 
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan 
kegiatan dimana kepala desa 
menyampaikan laporan pelaksanaan 
pembangunan desa kepada BPD. 
Dalam peraturan pemerintah, 
tahap pelaksanaan dana desa dibagi 
menjadi dua tahapan. Yaitu, tahap 
persiapan meliputi penetapan 
pelksanaan kegiatan, penyusunan 
rencana kerja, sosialisasi kegiatan, 
pembekalan peksanaan kegiatan, dan 
pengadaan tenaga kerja dan 
bahan/material. 
Sedangkan tahap pelaksanaan. 
Meliputi, rapat kerja dengan pelaksana 
kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan 
kegiatan infrastruktur desa, perubahan 
pelaksanaan kegiatan, pengelolaan 
pengaduan dan penyelesaian masalah, 
penyusunan laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan dan musyawarah pelaksanaan 
kegiatan desa dalam rangka 
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan 
kegiatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan 
informasi yang di peroleh dari kepala 
desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu menunjukkan bahwa 
tahap pelaksanaan dalam pembangunan 
desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
Tahun 2018 sudah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No.114 Tahun 
2014 tentang pedoman pembangunan 
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desa yang dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
 
Tabel 4.6 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa  
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu  
Tahun Anggaran 2018 











Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 







Ada  1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 











1. SK Kepala Desa tentang 
tim penyusunan RKP 
2. Berita acara 
3. Format pagu indikatif 
4. Format daftar rencana 
program dan kegiatan 
pembangunna 
Kabupaten/Kota yang 
masuk ke desa 
















Ada  Pelaksanaan 
kegiatan 
Ada  Dokumen RKPDesa, 
APBDesa, dan rencana kerja 




Ada  Peseta pembimbing 
pelaksana kegiatan: 
1. Kepala Desa 































1. SK Kepala Desa 








Ada  Pelaksanaan 
kegiatan  
Ada  1. Pendataan sumber daya 
manusia 



















Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 
















2. Unsur tim 
pelaksana desa 




















1. berita acara 






















Berita acara  Ada  Efektif  
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Ada  Pelaksanaan 
kegiatan  
Ada  Laporan pelaksana kegiatan 
yang melampirkan: 
1. Realisasi biaya beserta 
lampiran bukti-bukti 
pembayaran 
2. Foto kegiatan 
infrasuktrur desa 
3. Foto yang 
memperlihatkan orang 
sedang bekerja 
4. Foto yang 
memperlihatkan peran 
serta masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan 
desa 
5. Foto yang 
memperlihatkan 
pembayaran upah secara 
langsung kepada tenaga 
kerja kegiatan 
pembangunan desa 





























6. Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Dana Desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu 2018 
Tahapan pertanggungjawaban 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2018 
terdiri dari dua tahapan yaitu laporan 
semester pertama yang disampaikan 
oleh Kepala Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu kepada 
Bupati/Walikota paling lambat pada 
akhir bulan juli tahun berjalan. Dan 
laporan semester kedua/laporan akhir 
yang disampaikan oleh Kepala Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu kepada Buapti/Walikota paling 
lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 
Pada pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa di Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu,brndahara desa wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan, 
pengeluaran, serta melakukan tutup 
buku setiap akhir bulan secara tertib. 
Bendahara desa juga wajib 
mempertanggungjawabkan uang 
melalui laporan pertanggungjawaban, 
yang disampaikan kepada kepala desa. 
Selanjutnya, kepala desa Limbang Jaya 
I menyampaikan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota melalui camat berupa 
laporan semester I dan semester II, 
setelah itu laporan realisasi dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, wajib di 
informasikan kepada masyarakat secara 
tertulis dan dengan media informasi 
yang mudah di akses masyarakat. 
Pertanggungjawaban dana desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
terintegritas dengan 
pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini 
sesuai dengan Peraturan Bupati 
Kabupaten Ogan Ilir No. 40 Tahun 
2015 tentang pengelolaan keuangan 
desa. Peraturan Bupati tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan 
landasan hukum bidang keuangan desa, 
sumber kuangan desa, pengelolaan 
keuangan desa, dan anggaran dan 
pendapatan belanja desa. Yang akan 
dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.7 
 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa  
 Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Tahun Anggaran 2018 























PTPKD Ada  1. Format rancangan 
peraturan desa 
tentang APBDesa 
2. Buku pembantu kas 
kegiatan 
3. Rencana anggaran 
biaya 



































PTPKD Ada  1. Format rancangan 
peraturan desa 
tentang APBDesa 
2. Buku pembantu kas 
kegiatan 
3. Rencana anggaran 
biaya 
























7. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2019 
Tahapan perencanaan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019 
diawali dengan MUSDUS 
(Musyawarah Dusun), setelah diadakan 
musdus kemudian diadakan MUSDES 
(Musyawarah Desa), dimana baru bisa 
membentuk proses penyusunan RPJM 
Desa, dalam penyusunan RPJM Desa 
memuat tentang visi dan misi Kepala 
Desa, rencana penyelenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat, dan arah kebijakan 
pembangunan desa. 
Kemudian setelah terbentuknya 
RPJM Desa.tahapan selanjutnya, ialah 
proses penyusunan RKP Desa dimana 
RKP Desa merupakan penjabaran dari 
RPJM Desa yang memuat tentang isi 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 
tahun. RKP Desa disusun oleh 
pemerintah desa yang berkaitan dengan 
pagu indikatif desa dan rencana 
kegiatan pemerintah, pemerintah daerah 
Provinsi dan pemerintah daerah 
Kabupaten. Dimana pada RKP Desa, 
perencanaan pembangunan Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu Tahun 2019 adalah digunakan 
untuk pembangunan simpang desa 
(jalan usaha tani) hampir 2 Km, yang 
terdiri dari penimbunan, TPT (tembok 
penahan tanah), pembatasan badan 
jalan, plat duicer, peninggian badan 
jalan, serta pembangunan gorong-
gorong. pada Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu. 
Setelah proses penyusunan RKP 
Desa, maka dilanjutkan proses 
penyusunan APBDesa. Dimana, 
rencana kegiatan dan rencana anggaran 
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biaya yang telah ditetapkan dalam RKP 
Desa dijadikan pedoman dalam proses 
penganggaran. Proses penyusunan 
APBDesa dimulai dengan pelaksana 
kegiatan menyampaikan usulan 
anggaran kegiatan kepada sekretaris 
desa berdasarkan RKP Desa yang telah 
ditetapkan, kemudian sekretaris desa 
menyusun rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa dan di sampaikan 
kepada kepala desa, selanjutnya kepala 
desa menyampaikan kepada BPD untuk 
dibahas dan di sepakati bersama, 
kemudian rancangan peraturan desa 
tentang APBDesa yang telah disepakati 
bersama selanjutnya disampaikan 
kepada Bupati melalui Camat, kemudan 
Bupati/Walikota metenapkan hasil 
rancangan APBDesa. 
“Dalam kegiatan penyusunan 
RPJMDesa dan RKPDesa di Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu sudah mengikuti dan sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah yang 
berlaku, namun saat penyusunan 
RKPDesa tahun 2018 tidak sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan 
oleh peraturan pemerintah. 
Dikarenakan adanya pergantian masa 
jabatan dari pelaksana tugas kepala 
desa, yang sebelumnya Pjs. Kepala 
Desa menjadi Kepala Desa, tepat pada 
28 Desember 2017 pelantikan Kepala 
Desa Limbang Jaya I dan 
dilaksanakan serentak dengan 8 Desa 
di Kecamatan Tanjung Batu. 
Sehingga, mengakibatkan 
keterlambatan penyusunan RKPDesa 
tahun 2017 ditetapkan pada bulan 
November 2016”. 
Berikut hasil wawancara 
peneliiti kepada kepala desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
mengenai bagaimana kegiatan 
penyusunan APBDesa dari Tahun 
2017-2019. Yaitu sebagai berikut: 
“dalam kegiatan penyusunan 
APBDesa dari Tahun 2017-2019 sudah 
semaksimal mungkin dilaksanakan, 
penyusunan APBDesa diawali dengan 
kegiatan melalui musyawarah desa, 
musyawarah desa disusun oleh ketua 
BPD yang bertugas sebagai menyaring 
aspirasi masyarakat tentang anggaran 
pendapatan belanja desa. Kemudian 
selain BPD juga melibatkan peran serta 
tokoh masyarakat, Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), 
perangkat desa, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (PKMD), dan 
perwakilan perempuan” 
Tabel 4.8 
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu  
Tahun Anggaran 2019 



















SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan penetapan 
panitia penyusunan RPJM 
Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 








Data rencana program 
pembagunan Kabupaten/Kota 
yang akan masuk ke desa 
Tidak 
ada  





minimal 7 orang 
7 orang  Rekapitulasi ukuran rencana 
kegiatan pembangunan desa 
Tidak 
ada  
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Ada  Berita acara penyusunan 
rancangan RPJM Desa, yang 
dilampiri: 
1. Laporan hasil 
pengkajian keadaan desa 
2. Rumusan arah kebijakan 
pembangunan desa yang 
dijabakan dari visi dan 
misi kepala desa 

































SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang 
pembentukan dan penetapan 
panitia penyusunan RKP 
Desa 
Ada  Belum 
Efektif 
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 








Data pagu indikatif desa Ada  
Data rencana 
program/kegiatan pemerintah 
Kabupaten/Kota yang masuk 
ke desa 
Ada  
Jumlah anggota 7 
orang maksimal 11 
orang  
7 orang  Rencana kegiatan dan 




Ada  Berita acara tentang hasil 










SK Kepala Desa Ada  SK Kepala Desa tentang tim 
penyusunan APBDesa 
Ada  Efektif  
1. Kepala Desa 
2. Sekretaris Desa 
3. BPD 











Rancangan APBDesa Ada  
Berita acara tentang 




8. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Tahun 2019 
Tahapan pelaksanaan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019 
diawali dengan tahapan persiapan 
dimana pada tahapan persiapan ini 
meliputi penetapan pelaksanaan 
kegiatan, penyusunan rencana kerja, 
sosialisasi kegiatan, pembekalan 
pelaksana kegiatan, penyiapan 
dokumen administrasi, pengadaan 
tenaga kerja, dan pengadaan 
bahan/material. Pada tahapan persiapan 
ini, dimana tim pengelola kegiatan 
pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu sebagai 
pengewal (yang mengawasi) 
pembangunan desa pada Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu. 
Setelah tahapan persiapan, 
dilanjutkan dengan tahapan pelaksanaan 
kegiatan.Dimana pada tahapan ini 
langsung kerja ke lapangan. Pada 
tahapan pelaksana kegiatan ini juga 
meliputi rapat kerja dengan pelaksanaan 
kegiatan dimana pada rapat kerja ini 
harus dipastikan tersedianya data 
tentang standar harga barang dan jasa 
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan desa, pada 
tahapan pelaksana kegiatan ini juga 
meliputi pemeriksaan kegiatan 
infrastruktur desa bahwa pada 
pemeriksaan kegiatan ini memeriksa 
barang/jasa sesuai kebutuhan kegiatan 
yang akan dikerjakan dengan demikian 
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pengadaan barang/jasa harus sesuai 
dengan prinsip efisien, efektif, 
transparan, pemberdayaan masyarakat, 
gotong royong, dan akuntabel serta 
sesuai dengan kondisi sosial budaya 
masyarakat Desa Limbang Jaya I. 
Pada tahapan ini juga meliputi 
apakah ada perubahan pelaksanaan 
kegiatan yang akan dilaksanakan, selain 
itu juga meliputi pengelolaan pengaduan 
dan penyelesaian masalah yang dihadiri 
oleh panitia pelaksana yang terdiri dari 
Kepala Desa Limbang Jaya I, BPD dan 
LPM. Selanjutnya tahapan pelaksanaan 
kegiatan juga meliputi penyusunan 
laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
dimana pada penyusunan laporan ini 
melampirkan laporan pelaksana kegiatan 
pada Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu. 
Berdasarkan besaran dana desa 
yang diperoleh Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten 
Ogan Ilir tahun 2017-2019. Pada tahun 
2017 dana desa sebesar Rp. 767.822.000; 
yang dicairkan dalam tiga tahapan, yaitu 
pada tahapan pertama 40% dicairkan 
pada bulan april, tahapan kedua 40% 
yang dicairkan pada bulan agustus, dan 
pada tahapan ketiga 20% dicairkan pada 
bulan november. Tahun 2017 Dana desa 
yang digunakan untuk pembangunan 
infrasutruktur jalan seperti, jalan rabat 
beton dan gorong-gorong. Dan 
dilaksanakan selama 40 hari dan terdiri 
dari 30 orang pegawai yang bekerja. 
Untuk tahun 2018 dana desa 
yang dicairkan di Desa Limbang Jaya I 
sebesar Rp. 681.347.000;  yang di 
cairkan dalam 3 tahapan, yaitu pada 
tahapan pertama 20% dicairkan pada 
bulan april, tahapan kedua 40% 
dicairkan pada bulan agustus, dan pada 
tahapan ketiga 40% yang dicairkan 
pada bulan november. Pada tahun 2018 
dana desa ini digunakan untuk 
pembangunan embung desa yang di 
laksanakan selama 17 hari, dan bumdes 
(cetak sawah) yang dilaksanakan 
selama 249 hari. 
Sedangkan pada tahun 2019 
dana desa yang dicairkan di Desa 
Limbang Jaya I sebesar Rp. 765. 
232.000; yang dicairkan dalam 3 
tahapan, yaitu pada tahapan pertama 
20% yang dicairkan pada bulan april, 
tahapan kedua 40% dicairkan pada 
bulan agustus, dana pada tahapan ketiga 
40% pada tahapan ini dicairkan pada 
bulan november. Pada tahun 2019 dana 
desa digunakan untuk pembangunan 
simpang desa (jalan usaha tani) hamper 
2 Km, yang terdiri dari penimbunan, 
TPT (tembok penahan tanah), 
pembatasan badan jalan, plat duicer, 
peninggian badan jalan, serta 
pembangunan gorong-gorong.  
Dalam pengelolaan dana desa di 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini dari 
tahun 2017-2019. 
Tabel 4.9 
 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa  
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu Tahun 2019 











Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 





Penyusunan Ada  1. Kepala Desa Hadir 1. SK Kepala Desa tentang Ada Efektif  
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rencana kerja 2. Sekretaris Desa 









tim penyusunan RKP 
2. Berita acara 
3. Format pagu indikatif 
4. Format daftar rencana 
program dan kegiatan 
pembangunna 
Kabupaten/Kota yang 
masuk ke desa 














Ada  Pelaksanaan 
kegiatan 
Ada  Dokumen RKPDesa, 
APBDesa, dan rencana kerja 




Ada  Peseta pembimbing 
pelaksana kegiatan: 
1. Kepala Desa 































1. SK Kepala Desa 








Ada  Pelaksanaan 
kegiatan  
Ada  1. Pendataan sumber daya 
manusia 



















Ada  SK Kepala Desa Ada  1. SK Kepala Desa 














1. Unsur kecamatan 
2. Unsur tim 
pelaksana desa 

















1. berita acara 





























Ada  Pelaksanaan 
kegiatan  
Ada  Laporan pelaksana kegiatan 
yang melampirkan: 
1. Realisasi biaya beserta 
lampiran bukti-bukti 
pembayaran 
2. Foto kegiatan infrasuktrur 
desa 
3. Foto yang memperlihatkan 
orang sedang bekerja 
4. Foto yang memperlihatkan 
peran serta masyarakat 
dalam kegiatan 
pembangunan desa 
5. Foto yang memperlihatkan 
pembayaran upah secara 
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pembangunan desa 











Laporan Penggunaan Dana Desa 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
Tahun Anggaran 2017-2019. 




Pembangunan Desa Tahun 
2017. Dana Desa sebesar 
Rp. 767.822.000; 
Pembangunan jalan rabat beton 499.084.300; 65% 
Pembangunan gorong-gorong 268.737.700; 35% 
Pembangunan Desa Tahun 
2018. Dana Desa sebesar 
Rp. 681.347.000; 
Embung Desa 511.010.250; 75% 
BUMDES (cetak sawah) 170.336.750; 25% 
Pembangunan Desa Tahun 
2019. Dana Desa sebesar 
Rp. 765.232.000; 
Pembentukan badan jalan, 
penimbunan jalan, dan 
pembangunan goorng-gorong 
306.092.800; 40% 
Pembentukan badan jalan, 
penimbunan jalan, dan 
pembangunan goorng-gorong 
306.092.800; 40% 
TPT (tembok penahan tanah), plat 
duicer, dan penimbunan tanah 
153.046.400; 20% 
Sumber: pemerintah Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu. 
Berikut hasil penelitian terhadap 
kualitas pelaksana dalam pembangunan 
pada desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu dari Tahun 2017-2019 
“Diperoleh hasil kualitas kerja 
tim pelaksana sudah cukup baik. 
karena, sebelum pelaksanaan sudah 
ada pelatihan-pelatihan khususnya 
sesuai keahlian masyarakat desa 
Limbang Jaya I. dimana bahwa dalam 
pertukangan untuk pekerjaan diambil 
dari masyarakat desa Limbang Jaya I 
sendiri. Karena, sesuai dengan 
program pemerintah harus padat karya 
tunai, harus melibatkan masyarakat 
desa sebanyak mungkin dalam 
pembangunan di desa.” 
Terdapat juga hasil wawancara 
peneliti kepada sekretaris desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
mengenai apakah pelaksanaan kegiatan 
pembangunan desa, dilaksanakan sesuai 
dengan target dan waktu yang telah 
ditentukan? 
“benar. Tepat waktu. Karena 
pada setiap kegiatan itu terdapat proses 
pencairan dana desa. Dimana terdapat 3 
tahapan pencairan, pada saat dana 
sudah keluar untuk tahapan pertama 
maka langsung dikerjakan kegiatan 
dalam pembangunan di desa, jika telah 
selesai dikerjakan maka langusng 
dilaporkan dan membuat pencairan 
untuk tahap berikutnya yaitu tahap kedua 
dan ketiga dalam pembangunan desa”. 
Hasil penelitian menunjukkan 
dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan desa dari tahun 2017-2019 
sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 114 Tahun 2014, akan 
tetapi pada tahun 2019 pelaksanaan 
kegiatan pembangunan desa mengalami 
terkendala. Dimana, pemasangan gorong-
gorong tidak sesuai dengan hanya 
terdapat 7 buah sedangkan di RPD 
terdapat 18 buah terkait karena perbedaan 
harga di rencana dan realisasi. 
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9. Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Dana Desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu 2019 
Pada pertanggungjawaban 
pengelolaan dana desa di Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu, 
bendahara desa wajib melakukan 
pencatatan setiap penerimaan, 
pengeluaran, serta melakukan tutup 
buku setiap akhir bulan secara tertib. 
Bendahara desa juga wajib 
mempertanggungjawabkan uang melalui 
laporan pertanggungjawaban, yang di 
sampaikan kepada kepala desa. 
Selanjutnya, kepala Desa Limbang Jaya I 
menyampakan laporan realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota melalaui Camat berupa 
laporan Semester I dan Semester II, 
setelah itu laporan realisasi dan laporan 
pertsnggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, wajib di 
informasikan kepada masyarakat secara 
tertulis dan dengan media informasi yang 
mudah di akses masyarakat. 
Pertanggungjawaban dana desa di 
Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir 
terintegritas dengan pertanggungjawaban 
APBDesa. Hal ini sesuai dengan 
peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir 
Nomor 40 Tahun 2015 tentang 
pengelolaan keuangan desa.Peraturan 
Bupati tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan landasan hukum bidang 
keuangan desa, sumber keuangan desa, 
pengelolaan keuangan desa, dan 
anggaran dan pendapatan belanja desa. 




 Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa  
Desa Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
 Tahun Anggaran 2019 























PTPKD Ada  1. Format rancangan 
peraturan desa 
tentang APBDesa 







































PTPKD Ada  1. Format rancangan 
peraturan desa 
tentang APBDesa 






























pembangunan Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu tahun 2019 
terdiri dari dua tahapan yaitu laporan 
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semester pertama yang disampaikan 
oleh Kepala Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu kepada 
Bupati/Walikota paling lambat pada 
akhir bulan juli tahun berjalan. Dan 
laporan semester kedua/laporan akhir 
yang disampaikan oleh Kepala Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu kepada Bupati/Walikota paling 
lambat pada akhir bulan Januari tahun 
berikutnya. 
Pernyataan diatas didukung 
oleh hasil wawancara dengan 
sekretaris Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu yang 
menyatakan bahwa apakah laporan 
pertanggungjawaban yang dilaporkan 
pemerintah desa kepada pemerintah 
daerah tepat pada waktunya? 
“iya, tepat pada waktunya. 
Karena, disaat habisnya tahun 
anggaran yang melakukan kegiatan 
pembangunan desa dari dana desa 
maka tidak ada lagi penggunaan 
anggaran di tahun berjalan. Baik itu 
dari tahapan pertama ataupun kedua 
maupun ketiga sudah tidak ada lagi. 
Maka, pada saat akhir desember 
tahun berjalan sudah tidak ada lagi 
kegiatan yang dilakukan.” 
 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN  
1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu 
Berdasarkan hasil penelitian 
yang sudah dilakukan terhadap 
pengelolaan dana desa pada Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu untuk perencanaan dilakukan 
dengan baik, hal ini dapat dilihat 
bahwa, dalam tahapan perencanaan 
pembangunan desa merupakan tahapan 
ini penting yang harus dilaksanakan 
agar mencapai hasil yang diinginkan, 
pada proses perencanaan dalam 
pembangunan desa, kepala desa belum 
melibatkan anggota masyarakat yang 
ditua untuk diminta nasehat dalam 
pengambilan keputusan mengenai 
pembangunan desa yang paling 
mendesak untuk dibangun, harus 
melibatkan masyarakat sebagai subyek 
pembangunan, dengan melibatkan 
masyarakat maka perencanaan menjadi 
semakin baik, aspirasi masyarakat 
semakin tertampung sehingga tujuan 
dan langkah yang diambil oleh 
pemerintah desa semakin baik dan 
sesuai dengan tujuan pembangunan 
yang diharapkan oleh masyarakat desa.  
Pada tahapan perencanaan 
pembangunan desa di Desa Limbang 
Jaya I Kecamatan Tanjung Batu dari 
tahun 2017-2019 dapat dilihat dalam 
kegiatan RPJMDesa sudah sesuai 
namun belum efektif.Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 114 Tahun 2014 
kegiatan punyusunan RPJMDesa paling 
lambat tiga bulan setelah pelantikan 
kepala desa. Kepala desa Limbang Jaya 
I dilantik pada tanggal 28 Desember 
2016. Proses penyusunan RPJMDesa 
sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah. Akan tetapi, dalam proses 
penysuunan RPJMDesa dari tahun 
2017-2019 belum sesuai. Karena, dari 
tahun ketahun tidak adanya proses 
rekapitulasi usulan rencana kegiatan 
pembangunan dasa dari dusun dan/atau 
kelompok masyarakat. Dilihat dari hasil 
pembahasan (Tabel 4.2, Tabel 4. 8, dan 
Tabel 4.11) mengenai tahapan 
perencanaan pada penyusunan 
RKPDesa paling lambat pada bulan 
Juli-September tahun berjalan. Akan 
tetapi pada Tabel 4.5 terlihat bahwa 
proses penyusunan RKPDesa Tahun 
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2017 masih belum sesuai. RKPDesa 
Tahun 2017 disusun pada bulan 
November Tahun 2016.Seharusnya 
RKPDesa Tahun 2017 disusun pada 
Bulan Juli-September tahun 2016. 
Sedangkan pada proses penyusunan 
RKPDesa tahun 2018-2019 sudah 
efektif. Karena,sudah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah No.114 Tahun 
2014. Bahwa RKPDesa disusun oleh 
pemerintah desa pada Bulan Juli-
September tahun berjalan. Selanjutnya, 
pada hasil pembahasan (Tabel 4.5, 
Tabel 4.8, Tabel 4.11) diatas terlihat 
bahwa, mengenai tahapan perencanaan 
pada penyusunan APBDesa tahun 
2017-2019 sudah sesuai dan efektif. 
Dikarenakan, penetapan APBDesa 
dilaksanakan pada bulan Desember 
tahun berjalan. Dimana sudah sesuai 
dan mengikuti Peraturan Pemerintah 
No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang No. 6 
Tahun 2014 tentang desa. 
2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Limbang Jaya I Kecamatan 
Tanjung Batu 
Dari hasil pembahasan (Tabel 
4.6, Tabel 4.9 dan Tabel 4.12) terlihat 
bahwa, setelah terbentuknya 
perencanaan pembangunan dalam 
penggunaan dana desa yaitu 
dilakukannya pelaksanaan 
pembangunan desa. Dimana pada tahap 
ini kegiatan pelaksanaan harus 
dilaksanakan secara efektif dan efisien, 
semua kegiatan pelaksanaan dalam 
pembangunan desa harus dilaksanakan 
dengan target dan waktu yang telah 
ditetapkan serta pembangunan pada 
desa harus sesuai dan tepat pada 
sasaran.pada tahapan pelaksanaan 
dalam pembangunan desa di Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu Kabupaten Ogan ilir Tahun 2017-
2019 sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 114 Tahun 2014. Akan 
tetapi belum efektif dari tahun 2017-
2019. Dikarenakan, tidak adanya 
dokumen format daftar rencana 
program dan kegiatan pembangunan 
Kabupaten/Kota dari tahun ke 
tahunnya, serta  tidak adanya dokumen 
foto yang memperlihatkan pembayaran 
upah secara langsung kepada tenaga 
kerja kegiatan pembangunan desa. 
 
3. Pertanggungjawaban Pengelolaan 
Dana Desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu 
Dari hasil pembahasan (Tabel 
4.7, Tabel 4.10, dan Tabel 4. 14) diatas 
dapat dilihat bahwa, dengan 
berakhirnya pelaksanaan pembangunan 
dalam penggunaan dana desa yaitu 
dilakukannya pelaporan, dimana pada 
tahap ini semua bukti fisik yang 
berhubungan dengan adanya transaksi, 
yang dikeluarkan sehubungan dengan 
pembangunan dikumpulkan untuk 
dilakukan pencatatan dalam tahapan. 
Faktor yang menghambat 
pemerintah Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu dalam 
pengelolaan dana desa dapat di 
identifikasi melalui hasil wawancara 
langsung dengan Pemerintah Desa 
Limbang Jaya I mengemukakan faktor 
yang menjadi penghambat yang 
dihadapi pemerintah desa dalam 
pengelolaan dana desa di Desa 
Limbang Jaya I salah satunya adalah 
Sumber Daya Manusia (SDM). 
Berikut hasil wawancara dengan 
Kepala Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu. 
“kualitas sumber daya manusia 
yang masih rendah di pemerintah Desa 
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Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung 
Batu sangat berpengaruh dengan 
perencanaan yang akan dilaksanakan 
sehingga di perlukan peningkatan 
kualitas sumber daya manusia di 
aparatur pemerintah desa agar 
aparatur pemerintah desa dapat 
meningkatkan keahlian dibidang 
masing-masing sesuai dengan ilmu 
pengetahuan yang aparatur desa miliki 
khusunya dibidang pembangunan 
fisik”.  
pada tahapan 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
desa di Desa Limbang Jaya I 
Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten 
Ogan Ilir tahun 2017-2019 sudah 
efektif. Dimana, penyusunan laporan 
pertanggungjawaban (LPJ) semester 
pertama dan semester kedua (akhir 
tahun) di buat oleh tim keuangan Desa 
Limbang Jaya I itu sendiri dan 




Berdasarkan hasil penelitian dari 
efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana 
desa dari pemerintah pusat, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada dasarnya perencanaan penggunaan 
dana desa dari pemerintah pusat di Desa 
Limbang Jaya I sudah  berjalan dengan 
baik dan sesuai prosedur, Limbang 
sudah sesuai dengan prosedur. Namun 
masih belum efektif. Karena  masih  
kurangnya transparansi dan belum 
melibatkan peran serta toko masyarakat 
desa  dengan semangat gotong royong, 
dan memanfaatkan kearifan lokal serta 
sumber daya alam dalam menentukan 
pembangunan infrastruktur yang lebih 
diprioritas untuk kemajuan desa  
sehingga manfaat pembangunan lebih 
dirasakan oleh masyarakat desa. 
2. Belum terdokumentasinya dengan baik 
arsip-arsip yang berhubungan dengan 
pengeluaran dana desa yang digunakan 
dalam pembangunan infrastruktur desa. 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan mengenai efektivitas 
perencanaan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban dana desa di Desa 
Limbang Jaya I Kecamatan Tanjung Batu 
tahun 2017-2019. Maka saran yang 
diajukan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Sebaiknya dalam perencanaan dana 
desa lebih transparansi lagi dan dapat  
melibatkan toko masyarakat ,agar hasil 
pembangunan di desa lebih bermanfaat 
dan tepat sasaran bagi kemajuan desa. 
misalnya, pelatihan-pelatihan 
peningkatan SDM bagi para remaja, 
dan menggali potensi masyarakat desa 
agar nantinya mereka bisa hidup secara 
mandiri dan sejahtera . 
2.  Sebaiknya dokumen  yang berhubungan 
dengan pengeluaran pengunaan dana 
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